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ABSTRAK 

 
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan diatur di dalam Pasal 374 KUHPidana, dimana pasal 

ini adalah merupakan pasal pemberat. Untuk membuktikan bahwa seorang melakukan Tindak 

Pidana Penggelapan Dalam Jabatan harus memenuhi unsur pokok penggelapan yang diatur 

dalam Pasal 372 KUHPidana. Selain unsur pokok yang harus terpenuhi ada pula unsur subjektif 

dan unsur objektif serta unsur yang memberatkan pelaku tindak pidana penggelapan dalam 

jabatan. Pasal 374 KUHPidana ini hanya diperuntukan untuk jabatan yang dimiliki oleh pelaku 

tindak pidana di ranah swasta. Ada tiga rumusan masalah yang menjadi objek penelitian, yaitu: 

pertama, bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan?; Kedua, 

Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 387 K/Pid/2019 di 

tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung?; ketiga, bagaimana 

pandang Islam terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?. Pendekatan masalah yang 

digunakan adalah yuridis normatif didukung oleh bahan hukum premier, sekunder, dan tersier. 

Analasis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Berikut kesimpulan dari hasil 

penelitian penulis 1) pelaku tindak pidana penggelapan harus memenuhi semua unsur yang 

terdapat dalam pasal 374KUHPidana; 2) Hakim Mahkamah Agung memutus bebas dikarenakan 

kurangnya alat bukti; 3) dalam pandangan Islam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan tidak 

memiliki istilah khusus, akan tetapi penggelapan dalam jabatan termasuk dalam ghulul. 
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